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Abstrak
Perbedaan sosial ekonomi dan sosial budaya sangat berpengaruh terhadap konflik manakala 
faktor stereotipe negatif, kecemburuan sosial dan gesekan SARA kian tak terbendung. Ber-
dasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah terkait resolusi kon-
flik etnis antara Madura dan Dayak pada kasus Sampit melalui model sinergi integrative. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan metode penelitian kepustakaan (li-
brary research). Adapun teknik analisis data menggunakan analisis konten atau isi. Berdasar-
kan hasil penelitian menunjukkan perlu adanya resolusi konflik yang melibatkan berbagai un-
sur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perwakilan dari masyarakat. Model 
sinergi integratif  berupa rekonsiliasi, rekonstruksi dan mediasi dengan mengedepankan aspek 
musyawarah mufakat menunjukkan hasil yang sangat posifit dari kedua belah pihak. Penye-
lesaian masalah dengan sila keempat Pancasila ini menjadi bukti bahwa persoalan keberaga-
man masyarakat dapat diatasi dengan model sinergi integratif  secara aktif  dan bertanggung 
jawab baik secara horizontal maupun vertikal. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa sebagai tindak lanjut resolusi konflik sosial, perlu adanya edukasi berupa sosialisasi 
kepada masyarakat yang kurang terdidik agar tidak mudah terhasut atau terpengaruh per-
ilaku, sikap dan ucapan orang lain. Selain itu, toleransi, tenggang rasa, saling menghargai 
juga menjadi penting untuk diimplementasikan secara langsung dan berkelanjutan di tengah 
masyarakat majemuk.

Abstract
Socio-economic and socio-cultural differences greatly influence conflict when negative stereotypes, social 
jealousy and SARA friction are increasingly unstoppable. Based on this background, the purpose of  this 
study is related to ethnic conflict resolution between Madurese and Dayak in the Sampit case through 
an integrative synergy model. This study used a qualitative approach with library research methods. The 
data analysis technique uses content or content analysis. Based on the results of  the research, it shows that 
there is a need for conflict resolution involving various elements, starting from the central government, re-
gional governments and representatives from the community. The integrative synergy model in the form of  
reconciliation, reconstruction and mediation by prioritizing aspects of  deliberation for consensus showed 
very positive results from both parties. Solving the problem with the fourth precept of  Pancasila is proof  
that the problem of  societal diversity can be overcome by an integrative synergy model that is active and 
responsible both horizontally and vertically. The conclusions in this study indicate that as a follow-up 
to social conflict resolution, it is necessary to provide education in the form of  outreach to less educated 
people so that they are not easily incited or influenced by the behavior, attitudes and words of  other people. 
In addition, tolerance, tolerance, mutual respect are important to be implemented directly and sustainably 
in a pluralistic society.
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antar etnis. Konflik akan menguat manakala se-
jalan dengan multiplikasi kejadian konflik yang 
diberitakan melalui media massa (Ida & Dyson, 
2015). Konflik antar etnis biasanya terjadinya 
karena adanya seorang individu dan kelompok 
masyarakat yang membanggakan etnisnya secara 
berlebihan (etnosentrisme) seperti yang terjadi di 
Sampit. Namun, Gurr (1970) memiliki pandan-
gan berbeda bahwa konflik etnis sebenarnya lebih 
disebabkan oleh gagalnya institusi dalam meme-
nuhi kebutuhan masyarakatnya sehingga terjadi 
kesenjangan baik secara ekonomi maupun sosial 
politik antara satu kelompok etnis dengan kelom-
pok etnis lainnya. Sehingga dengan kata lain, 
akar-akar penyebab konflik etnis tidak bisa dili-
hat dari satu faktor karena konflik etnis adalah 
suatu konflik yang cukup kompleks.

Selain itu, etnonasionalisme yang diang-
gap sebagai the native warga sampit juga berpen-
garuh terhadap penerimaan sosial warga etnis 
Madura selaku stranger (Sukaryanto & Rahayu, 
2012). Konflik sosial ini tidak terbatasi oleh wi-
layah administrasi, melainkan masyarakat yang 
berasal dari wilayah lain juga terlibat seperti 
Sambas, Palangkaraya dan daerah lainnya (Suka-
ryanto & Rahayu, 2012). Perang Sampit dan Ma-
dura tahun 2001 merupakan salah satu contoh 
konflik sosial di Indonesia, peristiwa ini terjadi 
antara etnis Dayak dan Madura pada akhir ta-
hun 2000 hingga Februari 2001 dengan menelan 
korban 500 orang Madura dan lebih dari 100.000 
dari mereka mengungsi keluar Sampit (Sayyaf, 
2023). Akibat dari tragedi ini tidak hanya berkai-
tan dengan jatuhnya korban dan harta benda (so-
sial ekonomi) melainkan juga trauma yang san-
gat mendalam bagi para korban (Rosyidi, 2018). 
Latar belakang etnis Madura untuk tetap tinggal 
di Kalimantan Barat pasca konflik tahun 1997 
ada dua faktor yaitu factor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal adalah faktor yang be-
rasal dari diri pribadi dan juga keluarga, istri bagi 
suami bagi etnis Madura adalah hal yang berhar-
ga untuk di tinggalkan kembali ke daerah asal-
nya. Sedangkan Faktor eksternal adalah faktor 
yang berasal dari luar diri pribadi manusia seperti  
kebutuhan  hidup,  mata pencaharian sangatlah 
penting bagi manusia untuk memenuhi kebutu-
han hidup (Juwanda dan Saffanah 2019).

Pluralitas bangsa Indonesia seringkali 
dianggap sebagai modal dasar pembangunan na-
sional. Namun bersamaan dengan itu sering kali 
menjadi ancaman integrasi nasional yang sangat 
berbahaya dan terpecah belah. Sehingga sangat 
perlu melihat budaya yang dimiliki kedua kelom-
pok masyarakat yang terlibat konflik, sebagai 
akar untuk meninjau penyebab permasalahan, 

PENDAHULUAN

Konflik merupakan sesuatu yang tidak 
dapat dihindari (invitable phenomenon) dalam ke-
hidupan manusia karena ia merupakan bagian 
yang inheren dari eksistensi manusia itu sendiri 
(Halawa, 2022). Mengutip pernyataan kaum rea-
lis yang mengatakan bahwa manusia memiliki 
kecenderungan untuk selalu berkonflik dengan 
manusia lainnya. Hal ini karena manusia terlahir 
dengan sifat agresif  didalam dirinya. Konflik sen-
diri dapat muncul karena adanya suatu isu uta-
ma yang dapat menjadi pemicu pecahnya suatu 
konflik (Alexandra, 2018). Sebab dapat dipahami 
bersama, gesekan antar perbedaan juga sangat 
rawan menimbulkan konflik di tengah masyara-
kat yang majemuk dan heterogen seperti bangsa 
Indonesia. Konflik dapat terjadi sebagai akibat 
hubungan sosial dalam masyarakat terganggu. 
Latar belakang dugaan penyebab terjadinya kon-
flik etnis sendiri dapat berangkat dari berbagai 
macam faktor seperti dugaan bahwa konflik etnis 
disebabkan karena adanya sebagian pihak yang 
menggunakan isu SARA sebagai pemicunya 
(Sukaryanto & Rahayu (2012; Alexandra, 2018; 
Sholeh, 2022). Tidak dapat dipungkiri bahwa 
stereotipe negatif  terkadang juga kerap menjadi 
dasar pecahnya konflik sosial antar etnis. Selain 
penyebab lain yakni dari faktor ekonomi, etnis, 
sosial, dan agama (Sholeh 2022).

Kendatipun Bhinneka Tunggal Ika men-
jadi salah satu alat pemersatu bangsa dan nega-
ra Indonesia. Sadar atau tidak bahwa sejatinya 
negara ini dibangun atas dasar perbedaan (Sup-
rapto, 2018). Perbedaan yang dimaksud mulai 
dari agama, etnis, ras, bahasa, adat istiadat dan 
sebagainya diharapkan menjadi anugerah yang 
diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia untuk 
terus dijaga, dirawat sehingga menjadi kekayaan 
bangsa. Hal ini kemudian harus dipelihara oleh 
seluruh elemen masyarakat dan dibelajarkan ser-
ta diamalkan dari generasi ke generasi. Jika keka-
yaan tersebut tidak dipelihara dan dijaga dengan 
baik maka cenderung menimbulkan potensi kon-
flik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa 
dan bernegara (Permana & Ahyani, 2020). Kon-
flik adalah suatu hubungan antara dua pihak atau 
lebih, yang memiliki atau merasa memiliki sasa-
ran yang tidak sejalan. 

Selain itu, penyebab terganggunya hubun-
gan sosial masyarakat tersebut sangat bervariasi, 
misalnya adanya perbedaan kultur, etnis, agama, 
kelompok atau golongan, status sosial ekonomi, 
kebijakan pemerintah dan lain-lain (Riban dan 
Masóed, 2002; Aninsi, 2021). Salah satu kon-
flik sosial yang sangat berbahaya adalah konflik 
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dengan melakukan pemetaan penyebab konflik 
(Atem 2022). Oleh karena itu, sudah seyogyanya 
antar masyarakat termasuk pemerintah harus 
memberikan edukasi kepada masyarakat yang 
kurang terdidik berkenaan dengan pentingnya 
toleransi, memiliki rasa dan kesamaan senasib, 
kesamaan tanggungjawab, ada keadilan, saling 
menghargai, dan saling menerima satu sama 
lain, baik antar suku/ras, agama, aliran, aspira-
si, golongan, maupun yang lain-lain. Menurut 
Nadzifah dalam penyelesaian perang Sampit, pe-
merintah menerapkan cara untuk mengevakuasi 
warga, terus meningkatkan keamanan, menga-
dakan  rehabilitasi mental, dan menangkap para  
provokator yang menjadi sumber penyebab kon-
flik (Nadzifah 2022).

Secara teoritis, masyarakat bisa terinteg-
rasi manakala: Pertama, individu yang menjadi 
anggota masyarakat mengalami rasa memiliki 
sebagai suatu kelompok sosial atau kolektivitas 
berdasarkan antara lain atas norma-norma, nilai-
nilai, kepercayaan-kepercayaan yang disepakati 
bersama. Kedua, aktivitas maupun fungsi dari is-
titusi atau subsistem di dalam suatu masyarakat 
lebih saling melengkapi daripada saling berlawa-
nan satu dengan lainnya. Ketiga, adanya lembaga 
tertentu yang menganjurkan untuk saling mengi-
si atau mengimbangi dan mengkoordinir aktivi-
tas dari berbagai susbsistem dari masyarakat itu 
sendiri.

Dalam hal konflik antar etnis Dayak den-
gan etnis Madura di Kalimantan Tengah yang 
menelan ratusan korban jiwa, memaksa ratusan 
ribu warga mengungsi dan hancurnya banyak 
harta benda itu, terdapat berbegai perspektif  yang 
mencoba menjelaskannya. Bagi orang Madura, 
sebagaimana tercermin dalam sinyalemen Basra 
(Badan Silaturrahmi Ulama Madura), konflik an-
tar etnis di Sampit mengarah pada sentimen aga-
ma. Tetapi bagi orang Dayak, pada khususnya 
dan warga Kalteng non-Madura pada umumnya, 
konflik itu murni konflik antar etnis (Kalteng Pos, 
26 Februari 2001). Fenomena negosiasi identitas 
antar individu Dayak dan Madura dapat diper-
hatikan melalui pengakuan dan ekspresi identitas 
kultural dalam pergaulan sehari-hari serta mela-
lui upaya negosiasi identitas kultural dalam re-
konsiliasi konflik (Prathama 2017).

Pendapat kalangan Dayak yang lebih kom-
prehensif  terlihat dalam laporan tentang Konflik 
Etnik Sampit, Kronologi, Kesepakatan Aspirasi 
Masyarakat, Analisis Saran, yang dibuat oleh Pre-
sidium Lembaga Musyawarah Masyarakat Da-
yak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-
KT). Dalam poin ke tiga laporan itu disebutkan 
fakta-fakta menunjukkan bahwa adanya suatu 

rencana penguasaan atau kolonisasi secara pak-
sa/kekerasan sehingga status konflik tidak hanya 
antar etnik, tetapi juga bersifat aksi “penguasaan 
suatu wilayah“ secara berencana. Selain itu, ke-
langkaan sumber daya alam dapat pula mengha-
silkan konflik kekerasan dalam suatu negara, te-
rutama di wilayah yang ditempat tersebut sedang 
berlangsung perselisihan kewilayahan,‟ kepemi-
likan‟ dan kontrol atas sumber daya alam (Nur 
2018). Konflik itu juga dilihat dalam kerangka 
usaha pihak tertentu untuk mengobok-obok dan 
meningkatkan disintegrasi Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia (NKRI). Sehingga dalam hal ini 
pemerintah perlu untuk selalu mendorong dan 
membuka ruang untuk melakukan sosialisasi po-
litik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan 
kelompok masyarakat atau etnis, utamanya ter-
kait nilai-nilai nasionalisme, toleransi dan persa-
tuan Indonesia (Hamdani 2022). Selain itu Saily 
Mochtar melihat konflik yang terjadi di Kalteng 
itu bukan sebagai konflik agama, bukan konflik 
karena kecemburuan ekonomi, bukan pula kon-
flik antara Dayak dan Madura. Konflik ini ada-
lah konflik antara masyarakat Kalteng dengan 
sekelompok masyarakat etnis Madura yang tidak 
dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat 
dan norma perilaku masyarakat umum yang hi-
dup berdampingan dan tidak profesionalnya pe-
negakan hukum. Watak yang temperamental dan 
kebiasaan membawa senjata tajam mungkin juga 
menjadi salah satu penyebabnya (Kalteng Pos, 22 
Maret 2001). Selain itu menurut Khadijah salah 
satu faktor penghambat dalam komunikasi an-
tarbudaya antara Etnis Dayak dan Etnis Madura 
adalah karena masyarakat Madura kurang bisa 
membaur dengan masyarakat Melayu (Khadijah 
2018).

Namun berdasarkan hasil penelitian dari 
Bashori et al (2012) dipaparkan bahwa meskipun 
sebagai minoritas kualitas integrasi etnis Madura 
(41,7%) lebih tinggi dibandingkan dengan etnis 
Dayak (7,1%). Salah satu faktor yang menja-
di penyebab terjadinya konflik antara dua etnis 
tersebut adalah adanya arogansi etnis tertentu 
(Madura) yang dianggap lebih unggul dalam hal 
sosial ekonomi masyarakat di Kalimantan (Bas-
hori, Majid, dan Tago 2012). Hasil penelitian ini 
menarik sebab ternyata masyarakat Madura yang 
ada di Sampit betul-betul tidak lagi memperma-
salahkan perbedaan-perbedaan yang ada antara 
mereka dengan kelompok etnik di luar kelom-
pok etnik mereka, selalu berusaha beradaptasi, 
berkompromi dan memiliki toleransi terhadap 
mereka. Ini juga berarti lebih banyak anggota ke-
lompok etnik Madura dibanding anggota kelom-
pok etnik Dayak yang memiliki banyak pengala-
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man bekerjasama, solidaritas dan harapan serta 
kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pen-
galaman bersama yang baru dengan kelompok 
etnik di luar mereka. 

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif  dan metode penelitian kepustakaan 
(Library Research). Library Research adalah peneli-
tian bibliografi dengan sistemik ilmiah dan meng-
gunakan teknik pengumpulan data dengan bera-
gam bahan bibliografi yang dihubungkan dengan 
sasaran penelitian (Danandjaja, 2014). Penelitian 
kepustakaan dipilih dalam penelitian ini dengan 
tujuan untuk mendapatkan hasil data terkait re-
solusi konflik etnis antara madura dan dayak di 
sampit melalui model sinergi integratif. Untuk 
melakukan penelitian kepustakaan, seorang pen-
eliti harus mengikuti beberapa langkah yang ter-
kandung di dalam penelitian kepustakaan. Lang-
kah di dalam penelitian kepustakaan, yaitu 1) 
menentukan topik penelitian, 2) mengumpulkan 
informasi atau data yang berkaitan dengan obyek 
penelitian, 3) melakukan pemfokusan penelitian, 
4) mencari dokumen (bahan bacaan) dan mengk-
lasifikasikan dokumen yang sudah diperoleh, 5) 
peneliti membuat suatu catatan penelitian, 6) 
melakukan review dokumen, 7) mengklasifika-
sikan dokumen kembali dan yang terakhir yaitu 
menyusun atau menulis laporan (Zed, 2004). 

Teknik pengumpulan data di dalam pen-
elitian ini menggunakan dokumentasi (artikel 
jurnal, prosiding nasional maupun internasional, 
buku atau e- bok, disertasi, tesis, media online dan 
cetak, majalah dan lain sebagainya). Teknik ana-
lisis data di dalam penelitian ini menggunakan 
analisis isi, yang berusaha mendeskripsikan ha-
sil analisis yang dilakukan peneliti. Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini ialah ana-
lisis data konten atau kajian isi, yaitu salah satu 
metode penelitian yang memanfaatkan beberapa 
prosedur untuk menarik suatu kesimpulan dari 
data yang sahih dari beberapa dokumen (jurnal, 
prosiding seminar, buku, internet, berita online 
dan lain sebagainya) (Hallam 2018). Data yang 
dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan 
resolusi konflik etnis antara Madura dan Dayak 
pada kasus Sampit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resolusi konflik yang menghampiri etnis 
Dayak dan Madura di Sampit menjadi perhati-
an bersama terutama berkaitan dengan rekon-
siliasi dan rekonstruksi. Konflik dengan ben-

tuknya yang beragam memang selalu berakibat 
adanya korban dan pengorbanan. Oleh karena 
itu juga seringkali menjadi titik tolak dalam me-
rekonstruksi kesadaran betapa pentingnya kehi-
dupan yang damai dan tenteram. Tragedi Sampit 
2001 yang kemudian meluas ke beberapa daerah 
di Kalimantan Tengah telah menjadi pendorong 
dan motivator bagi masyarakat Dayak Kaliman-
tan Tengah untuk kembali menata kehidupan 
sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik 
mereka dalam konteks lokal dan nasional. Bagi 
mereka, penataan itu merupakan dinamika pro-
ses yang berlanjut terus menerus demi menjaga, 
memelihara serta memperkuat jati diri dan iden-
titas Dayak (Patji, 2003).

Rekonstruksi etnis dengan musyawarah da-
mai berbasis sinergi integratif  dilakukan melalui 
kegiatan tingkat nasional ialah Musyawarah Da-
mai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan (MDAB-
BK) yang diadakan di Nam Centre, Jakarta, 22-24 
Maret 2002. Pada kesempatan ini bertemu wakil-
wakil kelompok yang terlibat konflik dan mereka 
yang peduli terhadap masalah-masalah konflik 
sosial. Selain dihadiri oleh Menteri Dalam Nege-
ri dan Otonomi Daerah dan empat gubernur dari 
Kalimantan serta Jawa Timur, juga wakil-wakil 
yang hadir meliputi 4 (empat) propinsi di Kali-
mantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan dan Kalimnatan Timur) ser-
ta dari Jawa Timur. Pertemuan tersebut berhasil 
memperoleh keputusan melalui penyamaan per-
sepsi bahwa a) Kejadian di Bumi Kalimantan ini 
adalah musibah, yang harus di terima dengan 
lapang dada, tawakal dan ikhlas, sehingga dapat 
memetik hikmah dari kejadian tersebut. Selain 
itu, masyarakat diminta mawas diri agar kejadian 
ini adalah yang terakhir dan tidak akan terulang 
lagi; b) Semua peserta bertekad untuk mencipta-
kan suasana yang kondusif  dan damai sehingga 
seluruh program rekonsiliasi dan rehabilitasi 
dapat terlaksana dengan baik; c) hal ini memer-
lukan kerja keras yang ikhlas dari semua pihak, 
terutama dalam rangka sosialisasi sampai ke akar 
rumput (masyarakat lapisan bawah), sehingga ti-
dak terjadi salah informasi dan salah interpretasi 
yang dapat memberi peluang kepada provokator 
atau anasir lainnya untuk menciptakan kejadian 
serupa terulang.

Adapun kesamaan tujuan yang dicapai me-
lalui model sinergi integratif  yang dilakukan oleh 
perwakilan masyarakat dan pemerintah yakni 
pertama, menciptakan suasana aman dan damai, 
menegakkan prinsip-prinsip persatuan dan kesa-
tuan sebagai perwujudan Sumpah Pemuda 1928 
untuk mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ser-
ta mensukseskan program reformasi yang demo-
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kratis, anti anarkis dan menghargai kebhinekaan 
dalam keikaan dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kedua, pemulangan pen-
gungsi ke pemukiman semula di tempat sebelum 
mereka mengungsi, yaitu di Kalimantan diatur 
sebaik-baiknya melalui proses dan pentahapan 
seperti dimaksud dalam prinsip dasar, dengan 
tetap menghargai keinginan lain yang muncul. 
Perlindungan hak-hak sipil bagi para pengungsi 
seperti atas aset yang mereka miliki.

Ketiga, Pemerintah Pusat dan Daerah 
akan terus menerus melakukan fasilitasi terha-
dap permasalahan pengungsi dan upaya-upaya 
kerukunan dan rekonsiliasi. Keempat, Jaminan 
keamanan umum oleh negara dengan dukungan 
aparatur keamanan dan aparat penegak hukum 
serta tokoh-tokoh masyarakat. Menciptakan rasa 
aman dan saling pengertian serta rasa kebersa-
maan. Ditegakkannya supremasi hukum berdas-
arkan keadilan, sehingga tercapai rasa keadilan 
masyarakat. Kelima, penghormatan pada Hak 
Asasi Manusia (HAM). HAM tidak hanya berpo-
tensi untuk dilanggar oleh aparatur negara tetapi 
juga bisa dilanggar oleh warga masyarakat yang 
lain (rakyat biasa) sehingga setiap pelanggaran 
HAM bisa dicegah dan ditindak secara adil dan 
bertanggung jawab. Namun, penegakan hukum 
dalam masyarakat telah menimbulkan rasa hor-
mat masyarakat terhadap hak orang lain (Hida-
yat, 2013). Keenam, peningkatan kesejahteraan 
rakyat seluruhnya dan menghilangkan kesenjan-
gan dalam berbagai aspek kehidupan, berdasar-
kan rasa keadilan sosial dan berwatak mulia, 
mengatasi kemiskinan dan pemerataan pendidi-
kan guna meningkatkan peradaban yang lebih 
maju, melalui program-program yang didukung 
dana pemerintah maupun swasta (Patji, 2003).

Kesamaan cara bertindak yang berhu-
bungan dengan sosialisasi dan operasionalisasi 
dari melalui model sinergi integratif  ini secara 
simultan dan sungguh-sungguh menjadikan tu-
juan musyawarah yang telah dihasilkan berjalan 
sebagaimana mestinya. Adapun hal yang ingin 
dicapai meliputi berbagai hal diantaranya: a) 
Penghentian konflik dan menjaga agar konflik 
tidak terulang lagi; b) Perwujudan rekonsiliasi di 
semua strata sosial masyarakat; c) Langkah-lang-
kah nyata dan komprehensif  dalam menangani 
masalah pengungsi untuk merumuskan prinsip-
prinsip yang akan digunakan dan titik temu yang 
ideal dan komprehensif; d) Pelembagaan suatu 
wadah atau forum yang terdiri dari golongan et-
nis, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mere-
dam dan menyelesaikan konflik antar etnis, antar 
agama dalam kegiatan keagamaan seperti mesjid, 
gereja, pura, kelenteng, vihara dan lain-lain; e) 

Menghilangkan kecemburuan dalam kehidupan 
sosial kemasyarakatan dengan cara memberdaya-
kan dan memberikan kesempatan yang sama un-
tuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan so-
sial ekonomi dan sosial budaya; f) Upaya-upaya 
rehabilitasi yang meliputi mental, sosial ekonomi 
dan fisik; g) Seluruh upaya yang direncanakan 
untuk pelaksanaannya mensyaratkan sosialisasi 
dan bekal-bekal cerdas bagi pihak-pihak khusus-
nya masyarakat akar rumput; h) Meningkatkan 
secara terus menerus kewaspadaan semua warga 
bangsa untuk senantiasa mendahulukan kepen-
tingan negara daripada kepentingan pribadi, ke-
lompok atau golongan, demi keutuhan bangsa; i) 
Proses ini melibatkan seluruh pihak-pihak masy-
arakat, tokoh adat, agama dan aparat. Pemerin-
tah harus lebih proaktif  dalam menginisiasi dan 
pelaksanaan sesuai dengan tahapan penyelesai-
an; j) Pemerintah Daerah agar mendorong pihak 
terkait secepatnya dan perlu segera dipersiapkan 
sebagai bagian dari proses penyelesaian secara 
sistematis; k) Meningkatkan atensi dalam pen-
gembangan wilayah pedalaman; l) Faktor pendu-
kung lain ialah dapat dikembangkannya institusi-
institusi pendukung yang harus segera disiapkan 
pembentukannya seperti Tim Ad Hoc, lembaga 
adat, pusat kajian lintas etnis, dan lain-lain; dan 
m) Butir-butir cara tindak tersebut kiranya da-
pat ditindaklanjuti secara konsisten dan kontinu 
(Patji, 2003). Selain itu menurut Androfo diperlu-
kan juga adanya rekontruksi, mediasi, negosiasi 
dan rekonsiliasi yang melibatkan berbagai unsur 
dalam memecahkan permasalahan konflik sosial 
melalui model sinergi integratif  menjadi senjata 
yang diharapkan menjadi jalan tengah resolusi 
konflik sosial (Androfo, 2021).

SIMPULAN

Konflik dengan bentuknya yang beragam 
memang selalu berakibat adanya korban dan 
pengorbanan. Jika konflik sosial tersebut tidak 
diselesaikan dengan segera, maka akan berdam-
pak pada banyaknya korban jiwa yang berjatuhan 
seperti yang terjadi pada tragedi Sampit. Tragedi 
Sampit 2001 yang kemudian meluas ke beberapa 
daerah di Kalimantan Tengah dan juga ke Pa-
langkaraya. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
resolusi konflik untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. Model sinergi integratif  berupa media-
si dan rekonsiliasi dengan mengedepankan bu-
daya musyawarah mufakat dipilih sebagai jalan 
tengah oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat 
yang dipelopori oleh menteri dalam negeri dan 
otonomi daerah, bekerja sama dengan musy-
awarah damai anak bangsa di bumi Kalimantan 
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(MDAB-BK) dan Basra (Badan Silaturrahmi 
Ulama Madura) melaksanakan pertemuan den-
gan melibatkan wakil-wakil kelompok yang ter-
libat konflik dan mereka yang peduli terhadap 
masalah-masalah konflik sosial. Selain itu, perte-
muan nasional ini dihadiri oleh empat gubernur 
dari Kalimantan serta Jawa Timur, juga wakil-
wakil yang hadir meliputi 4 (empat) propinsi di 
Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimnatan Ti-
mur) serta dari Jawa Timur. Pertemuan tersebut 
menghasilkan beberapa keputusan yang pada 
intinya selain berorientasi untuk mengungkap-
kan akar masalah konflik, juga membuat prin-
sip dasar penyelesaian masalah-masalah konflik 
sosial. Bagi pemimpin dan tokoh masyarakat 
Dayak, keterlibatan dalam musyawarah tersebut 
dan persetujuan terhadap semua keputusan yang 
dihasilkan sangat bermanfaat untuk membangun 
kembali citra “etnisitas” masyarakatnya. Dengan 
demikian, rekontruksi, mediasi, negosiasi dan re-
konsiliasi yang melibatkan berbagai unsur dalam 
memecahkan permasalahan konflik sosial mela-
lui model sinergi integratif  menjadi senjata yang 
diharapkan menjadi jalan tengah resolusi konflik 
sosial. Sebagai tindak lanjut resolusi konflik so-
sial, perlu adanya edukasi berupa sosialisasi ke-
pada masyarakat yang kurang terdidik agar tidak 
mudah terhasut atau terpengaruh perilaku, sikap 
dan ucapan orang lain. Selain itu, toleransi, teng-
gang rasa, saling menghargai menjadi penting 
untuk diimplementasikan secara langsung dan 
berkelanjutan di tengah masyarakat majemuk.
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